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T E N T A N G 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2000 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL 
 
Menimbang : bahwa Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun Angaran 2000 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah 
sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 
Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15; 

 
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaiman telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

 
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 

 
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 
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5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

 
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, 

Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan DAerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1975 Nomor 6); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3691); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3692); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 

Contoh Cara Penusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pekaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang 

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang 
Pengurusan Pendapatan Daerah, Hasail Pajak Bumi dan Bangunan; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebgagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerei 
Nomor 2 Tahun 1996; 
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